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BUPATI TANAHLAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka  optimalisasi pelaksanaan
akuntabilitas kinerja, pemberdayaan aparatur dan
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah
laut, perlu merubah wuraian tugas pada Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan :

3.

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT.



Pasal I

Ketentuan Bab II Uraian Tugas Bagian Keempat
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Penindakan pada Pasal 11
ditambahkan 2 huruf yaitu huruf 1 dan huruf m,
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Penindakan

Pasal 11

Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai
berikut :

a.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program, rencana Kkegiatan dan anggaran Seksi
Pengendalian dan Penindakan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan
penindakan;

menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan
norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku,;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan
menyajikan data pengendalian dan penindakan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian
dan penindakan;

menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi
pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan,
penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
menganggu  ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk
meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat
dalam menajaga ketentraman dan ketertiban umum;
menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan
unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan
upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
menyiapkan bahan dan = melaksanakan  teknis
operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan
perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan
laporan dan  pendokumentasian kegiatan  Seksi
Pengendalian dan Penindakan;
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menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patrol;
menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Ketentuan Bab II Uraian Tugas Bagian Keempat
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Paragraf 2
Seksi Pengamanan pada Pasal 12 huruf g dan huruf h
dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Seksi Pengamanan

Pasal 12

Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

a.

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi
Pengamanan;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan
norma, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan
menyajikan data pengamanan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi
hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan
Instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan
pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan
hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

dihapus;

dihapus;

menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai
standar;

melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan
laporan dan  pendokumentasian  kegiatan  Seksi
Pengamanan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas
dan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 121

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008




